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Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di 
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ABSTRAK 
 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD  

NGUYANG DI KELURAHAN PURWOSARI  

KECAMATAN METRO UTARA 
 

Oleh: ADE AYU AGUSTINA 
 

Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam 

fiqih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah al-qardh. Adapun yang 

dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang. 

Akad utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, 

menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, meskipun sawah yang 

mereka miliki tidak semua milik sendiri, ada sawah yang mereka beli dari 

orang lain untuk digarap, guna mencukupi kebutuhan hidup mereka, kenaikan 

harga pupuk dan obat-obatan meningkat, harga padi tidak stabil dan tidak 

seimbang kadang kala naik kadang kala turun sehingga walaupun bertani 

mereka tidak bisa mengandalkan Perjanjian nguyang, yaitu perjanjian antara 

petani dengan penguyang  dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu 

hanya menggunakan kesepakatan bersama berdasarkan kepercayaan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam akad nguyang di 

Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) 

dan sifat penelitian ini adalah deskritif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara 

sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang 

memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. 

Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik 

Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan 

analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah Praktek perjanjian nguyang yang terjadi di 

Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, merupakan 

perjanjian antara petani dengan penguyang. Dalam perjanjian nguyang tersebut 

petani meminjam uang kepada penguyang, uang tersebut akan dibayar dengan 

padi, dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen. Perjanjian 

nguyang tersebut memang pada awal ucapannya adalah meminjam uang, tetapi 

setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan uang, 

melainkan dibayar dengan padi. Akad nguyang yang dilaksanakan di 

Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, menurut pandangan 

Islam adalah sah dan termasuk akad utang piutang, yaitu akad jual beli barang 

pesanan diantara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih) dengan 

spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad, sedangkan 

pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Namun dengan adanya tambahan 

5% atau 10% padi, pada saat petani tidak bisa memberikan padi pada waktu 

jatuh tempo (panen). Maka dalam perjanjian nguyang tersebut tidak sesuai 

dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba. 
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MOTTO 

 

 

 

ٰۚتعَِهۡذِِِٰٰۚۚتهَىَ  ٰۚ ٰۚأوَۡفىَ  ٍۡ ٰٰۚۚتَّقىَ ٰۚٱوَٰٰۚۚۦيَ ٌَّ ِ َٰۚٱفئَ ٰٰۚۚللَّّ ٍَٰۚٱٌحُِةُّ تَّقٍِ ًُ ٦٧ٰٰۚۚنۡ
 

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai  

orang-orang yang bertakwa(QS. Al-Imran: 76).
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama universal yang menawarkan sistem sosial yang 

adil bermartabat, Islam adalah agama revolusioner yang memperjuangkan 

nilai-nilai humanisme. Islam datang sebagai agama yang membebaskan 

manusia dari tindakan diskriminatif. Perjanjian nguyang, masyarakatnya 

mayoritas beragama Islam. Yang patut dikaji adalah mereka beranggapan 

bahwa nguyang termasuk utang piutang, ijon atau salam. Praktek seperti ini 

membingungkan dalam hukum Islam, karena dalam utang piutang.   

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah al-

dain (jamaknya al-duyun) dan al-qardh. Dalam pengertian yang umum, 

utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang 

dilakukan secara tidak tunai (kontan).  

Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim 

dalam fiqih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah al-qardh. 

Dengan demikian cakupan tadayun lebih luas daripada al-qardh.
2
 Adapun 

yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada 

seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. 

                                                             
2
 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqih Mu’amalah, h. 169 



2 
 

 
 

Selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan 

barang tersebut habis karena pemakaian.
3
 

Utang piutang merupakan salah satu bentuk mu‟amalah yang 

bercorak ta‟awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi 

kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (Al-Qur‟an dan al-Hadits) 

sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong. Bahkan Al-

Qur‟an menyebut utang-piutang menolong atau meringankan orang 

lain yang membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada 

Allah dengan hutang baik.
4
 

 

Akad utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama 

manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan 

memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad utang piutang tidak bukan salah 

satu sarana untuk memperoleh penghasilan mengeksploitasi orang lain. 

Transaksi salam merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi  

kebiasaan di berbagai masyarakat. Tujuan utama jual beli salam adalah 

saling membantu dan menguntungkan  kedua belah pihak. Maka, untuk 

kepentingan tersebut Allah menetapkan peraturan salam. Jual beli salam 

dibenarkan dalam islam sebagaimana firman Allah SWT: 

َٰٓأٌَُّهاَ  ٌٍََٰٰۚۚ ىٰۚفَٰٰۚۚٱنَّزٌِ ًّّٗ سَ ٰۚيُّ ٰۚأجََمٖ َٰٓ ٰۚإِنىَ  ٍٍ ٌۡ ٰۚتذَِ ٰۚتذََاٌَُتىُ ٰۚإرَِا اْ ُكَُىٰٰۡۚۚٱكۡتثُىُُِ ٰۚءَايَُىَُٰٓ ٍۡ ٰۚتَّ وَنٍۡكَۡتةُ

ٰۚتِٰۚ
ٰٰۚۚٱنۡعَذۡلِ ٰۚكَاتةُُِۢ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di 

antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah : 282).
5
 

 

Dasar hukum lainnya adalah hadist yang berkaitan dengan tradisi 

penduduk Madinah yang didapati oleh Rasulullah pada awal hijrah beliau 

                                                             
3
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 

(Jakarta:  Sinar Grafika, 2011, h. 136 
4
 Ibid, h.171 

5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 49 
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ke sana, yaitu tradisi akad salaf dalam buah-buahan jangka waktu satu 

tahun atau dua tahun. Jika kedua pihak tidak menyebutkan tempat serah 

terima jual beli pada saat akad.  

بن كثيرعن ابيالله حدثناصدقةاخبرناابن عيينةاخبرناابن نجيح عن عبدا  

عليهالله عنهماقال : قدم النبي صلى االله المنهال عن ابن عباس رضي ا  

 وسلم المدينةوهم يسلفون بالثمرالسنتين والثلاث, فقال : من اسلف فى

ووزن معلوم الى اجل معلومشئ ففى كيل معلوم   

Artinya: “Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan oleh Ibnu Uyaiynah 

dikabarkan oleh Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah 

Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi 

SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk disana melakukan 

jual beli salaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka 

Nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia 

melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas 

pula, untuk jangka waktu yang diketahui. (HR. Bukhari).
6
 

 

Sedangkan dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau 

ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, 

sangat bergantung kepada keputusan sepihak, si tengkulak yang sering kali 

sangat dominan dan menekan petani yang posisinya sangat lemah.
7
 

Hal ini berbeda dengan praktek nguyang masyarakat di Kelurahan 

Purwosari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mayoritas bermata 

pencaharian sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. 

Sehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan 

pihak lain, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai petani 

tepat sekali, meskipun sawah yang mereka miliki tidak semua milik sendiri. 

                                                             
6
 Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah 

Bukhari Ju‟fi, Shahih Bukhari, Beirut: Dar al Fikr, 1992, h. 61 
7
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema  

Insani Press, 2011),  h. 111 
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Kenaikan harga pupuk dan obat-obatan meningkat, harga padi tidak stabil 

dan tidak seimbang kadang kala naik kadang kala turun sehingga walaupun 

bertani tidak bisa mengandalkan panen padi, tidak adanya usaha sambilan. 

Berdasarkan Wawancara pada tanggal 7 April 2020 ketahui bahwa 

apabila seseorang petani sudah kekurangan uang dan mereka dituntut untuk 

meningkatkan produksi pangan. Nguyang adalah simbol dari bahasa 

masyarakat Kelurahan Purwosari dalam hal utang piutang dibidang 

pertanian. Perjanjian nguyang misalnya: A petani, sedang B penguyang. A 

berkata pada si B. “B saya mau pinjam uang kepada saudara sebesar 

Rp.300.000,00, untuk menggarap sawah”, lalu si B menjawab “saya mau 

pinjami kamu tetapi nanti kalau panen saya minta dikembalikan dengan 

padi 2 kwintal”, karena si A butuh maka terjadilah kesepakatan yang mana 

kalau panen si A harus mengembalikan uang si B dengan padi 2 kwintal, 

padahal kalau padi tersebut, dijual secara langsung bisa mendapat uang 

Rp.600.000,00, maka kalau dihitung si B mendapat untung Rp.300.000,00 

dari hasil padi yang di dapat  dari si A.
8
  

Keistimewaan Nguyang menurut pendapat tokoh kelurahan 

Purwosari, nguyang sebenarnya sudah sejak lama dilakukan bertahun tahun 

olen masyarakat Purwosari, walapun meminjamnya uang dan dikembalikan 

barang masyarakat merasa tidak dirugikan, karena tanpa adanaya nguyang 

maka masyarakat tidak dapat megarap sawahya, namun berkat adanya 

                                                             
8
 Ibu Yuni Petani di Kelurahan Purwosari Kec Metro Utara tanggal 7 April 2020 
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ngunyan maka masyarakat terbantu dapat menggarap sawah, dan tidak 

keberatan jika mengembalikannya setelah panen dengan hasil panennya.
9
 

Pada dasarnya perjanjian nguyang itu sudah berlangsung dari tahun 

ke tahun yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah 

sebagaimana lazimnya makhluk sosial dan tidak disertai dengan niat atau 

maksud tertentu, pada zaman dahulu seseorang untuk mendapatkan uang 

dirasa lebih sulit dibandingkan mendapatkan padi. Dan kenyataannya 

budaya semacam ini tidak berhenti disitu saja melainkan sampai sekarang 

banyak bermunculan di Kelurahan Purwosari sebagai ajang bisnis bagi 

orang yang memiliki uang guna mendapatkan padi yang melimpah untuk 

disimpan baru dijual begitu seterusnya.
10

 

Perjanjian nguyang yaitu perjanjian antara petani dengan 

penguyang (orang yang memberi pinjaman) dilaksanakan secara lisan atau 

tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan 

bersama berdasarkan kepercayaan. Cara perjanjian nguyang tersebut, petani 

akan mendapatkan pinjaman uang dari penguyang untuk menggarap 

sawahnya, utang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar ukuran 

perkwintalan yang mana padi tersebut.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dan membahas tentang efektifitas pelaksanaan akad 

nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara untuk diketahui 

secara jelas dan pasti hukumnya dalam hukum Islam. Sehingga penulis 

                                                             
9
 Bapak Jodi selaku tokoh kelurahan Purwoasri pada tanggal 6 April 2020 

10
Ibu Lastri Petani di Kelurahan Purwosari pada tanggal 6 April 2020 
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sengaja mengangkat permasalahan tersebut supaya dapat dijadikan bahan 

kajian untuk diteliti dan menjadikannya sebagai topik pembahasan dalam 

penulisan  yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad 

Nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti 

menyusun suatu penelitian, yaitu: Bagaimana pandangan hukum Islam 

terhadap akad nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad 

nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoretis 

a. Penelitian diharapkan memberikan sumbangan terhadap 

masyarakat tentang pengembangan hukum sebagai literatur bacaan 

bagi yang ingin memanfaatkannya sebagai bahan acuan dan 

pedoman bagi yang ingin mengetahui akad nguyang. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan  

secara teoritik mengenai akad nguyang di Kelurahan Purwosari 
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diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan menambah referensi 

penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua 

pihak mengenai realitas faktual tentang akad nguyang. 

b. Untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan Penulis dalam 

mengadakan penelitian dan khususnya dapat memberikan 

informasi masyarakat khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

E. Penelitian Relevan 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil 

penelitian terdahulu tentang persoalan. penelitian terdahulu (prior 

research) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan 

menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah 

diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.
11

 

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang 

akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah: 

1. Lina Fadjria dengan judul Utang Piutang Emas dengan Pengembalian 

Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan 

Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam.
12

 

Hasil Penelitian membahas tentang praktek utang piutang emas 

dengan pengembalian uang di kampung Panndugo Kelurahan 

                                                             
11

 Zuhairi, Dkk. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro, (IAIN Metro 

Tahun 2018),  h. 39. 
12

Lina Fadjria, Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo 

Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum 

Islam, IAIN Sunan Ampel Surabaya,  Digital Library IAIN SunanAmpel Surabaya, 2009 
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Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Penjelsannya 

bahwa praktek utang piutang di kampung Pandugo tersebut tidak sesuai 

dengan hukum Islam, karena yang menjadi objek utang piutang tersebut 

merupakan barang yang tidak sejenis. 

Persamaan penelitian Lina Fadjria dengan peneliti adalah 

tentang utang piutang, namun perbedaan penilitianya terletak pada 

Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang, sedangkan penelitian 

yang dilakukan yaitu Akad nguyang. 

2. Ana Nuryani Latifah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap  

Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual 

Beli  Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin 

Visa Jati di Jepara Dengan PT H M furniture di Semarang).
13

 

Hasil Penelitian membahas ketidakjelasan waktu penangguhan 

pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel dikarenakan pihak 

perusahaan penerima barang harus menunggu pembayaran dari pihak 

asing, baru setelah nantinya pihak eksportir membayar kepada 

perusahaan penerima barang jadi akan membayar barang yang sudah 

dibuat oleh  pengrajin. Akan tetapi pihak perusahaan penerima barang 

jadi tidak menyebutkan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli 

kepada pengrajin, sehingga pengrajin terkatung-katung menunggu 

pembayaran yang ditangguhkan tidak diketahui secara jelas waktunya. 

                                                             
13

Ana Nuryani Latifah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu  

Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual 

Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara dengan PT HMfurniture di Semarang), 

(Skripsi IAIN Walisongo, 2009) 
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Persamaan penelitian Ana Nuryani Latifah yaitu utang piutang 

yang tidak jelas, namun perbedaan penilitianya terletak pada  

Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual 

Beli, sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu Akad nguyang. 

3. Junainah, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan 

Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan 

Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura.
14

   

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad yang dilaksanakan 

tanpa adanya saksi bisa menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sebab 

menurut pendapat ulama‟ saksi dalam transaksi adalah wajib. 

Sedangkan pelunasan yang berupa sapi adalah mubah. Demikian ini 

karena terdapat kesesuaian antara hukum Islam yang mewajibkan utang 

dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan praktek utang sapi 

kembali sapi. Utang sapi yang dikembalikan dengan sejumlah uang 

yang ditentukan langsung oleh kreditur hukumnya haram. 

Persamaan penelitian Junainah utang piutang, namun perbedaan 

penilitianya terletak pada Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman 

Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur sedangkan penelitian yang 

dilakukan yaitu Akad nguyang 

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menitik beratkan 

pada tinjauan hukum Islam terhadap akad nguyang oleh sebab itu, 

                                                             
14

 Junainah, Skripsi dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang  

Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. 

Camplong Kab. Sampang Madura, Skripsi Sarjana Syariah jurusan Mu‟amalah IAIN Sunan 

Ampel Surabaya, D ital Lebrary IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009 
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berdasarkan penelitian yang relevan Peneliti melakukan penelitian 

lapangan  Peneliti yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap akad 

nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara, Peneliti 

mengemukakan belum pernah diteliti dengan penelitian sebelumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Akad 

Akad berasal dari kata al-‘aqd secara bahasa berarti ikatan, 

mengikat (al-rabth) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung 

tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya 

bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.
15

 

Definisi perjanjian adalah persetujuan tertulis dengan lisan 

yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana saling sepakat 

akan melakukan yang diperjanjikan itu.
16

 Akad berasal dari kata al-aqd, 

yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).
17

 

Akad merupakan pertalian ijab dan kabul yang yang dilakukan 

dua orang atau lebih dan dapat berpengaruh pada hak kepemilikan pada 

objek akad setiap pihak yang ingin mengikatkan diri dalam sebuah akad 

disebut dengan mujib dan pihak lain setelah ijab disebut qabil. 

Menurut para ulama fiqh, akad didefinisikan sebagai hubungan 

antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan 

adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan. Akad perjanjian dapat 

diartikan sebagai kemitraan terbingkai dengan nilai-nilai syariah.
18

 

                                                             
15

 Gufron A. Mas‟adi,  Fiqih Mu’amalah Kontekstual, (Jakarta: Grafindo, 2002), 76 
16

 WJS. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai, 2009),  402 
17

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 68 
18

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Media, 2008), 71. 

 



12 
 

 
 

Secara umum akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh 

seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak 

sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, 

seperti jual-beli, perwakilan dan gadai, akad adalah perikatan yang 

ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan shara‟ yang 

berdampak pada subjek dan objeknya terkait perpindahan barang. 

Akad seperti yang disampaikan definisi di atas merupakan 

salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan tasharruf. 

Tasharruf adalah segala sesuatu (perbuatan) bersumber dari kehendak 

seseorang dan syara‟ menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak 

dan kewajiban).
19

 

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa akad adalah persoalan 

antar pihak yang sedang menjalin ikatan, akad adalah terpenuhinya hak 

dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, maka penting untuk 

membuat batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak 

antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut, persetujuan 

tertulis dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang 

mana saling sepakat dan suatu perjanjian dapat diartikan sebagai 

kemitraan dengan nilai syariah yang dilakukan para pihak ini disebut 

dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara 

mereka. 

 

                                                             
19

 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqih Mu’amalah Kontekstual, . 77 
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2. Dasar Hukum Akad 

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing 

pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka 

perjanjikan. Sedangkan dalam Al-Qur‟an terdapat dua istilah yang 

berhubungan dengan perjanjian yaitu, al-‘aqd (akad) dan al-„ahdu 

(janji). Kata l-‘aqdu, Adapun yang menjadi dasar hukum dari akad 

adalah firman Allah dalam al-Qur‟an surat al-Maidah ayat 1 

sebagaimana berikut ini: 

َٰٓأٌَُّهاَ  ٌٍََٰٰۚۚ ٰۚتِٰٰۚۚٱنَّزٌِ ٰۚأوَۡفىُاْ اْ ٰٰۚۚٱنۡعُقىُدِ ٰۚءَايَُىَُٰٓ حُ ًَ ٰۚتهٍَِ ٰۚنكَُى ىِٰۚأحُِهَّتۡ عَ  َۡ ٰٰۚۚٱلَۡۡ ٌٰۚتُۡهىَ  ٰۚيَا إلََِّّ

ٰۚ شَٰۚيُحِهًِّ ٍۡ كُىٰۡۚغَ ٍۡ ذِٰۚعَهَ ٍۡ ٰٰۚۚٱنصَّ ٌَّ ٰۚإِ َٰۚوَأََتىُٰۡۚحُشُو ٌۗ ١ٌٰٰۚۚحَۡكُىُٰۚيَاٌٰۚشٌُِذُٰٰۚۚٱللَّّ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya. (QS.Al-Maidah:1).
20

 
 

Adapun yang dimaksud dengan penuhilah akad-akad itu‛ 

adalah bahwa setiap mu‟min berkewajiban menunaikan yang telah dia 

janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi 

tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang 

halal.  

Sedangkan istilah al-‘ahdu dapat disamakan dengan istilah 

perjanjian  terdapat dalam  QS. Ali Imran ayat 76 yaitu: 

ٰۚتعَِهۡذِِِٰٰۚۚتهَىَ  ٰۚ ٰۚأوَۡفىَ  ٍۡ ٰٰۚۚٱتَّقىَ ٰۚوَٰٰۚۚۦيَ ٌَّ َٰۚفئَِ ٰٰۚۚٱللَّّ ٌٍَٰۚحُِةُّ تَّقٍِ ًُ ٦٧ٰٰٰۚۚۚٱنۡ

                                                             
20

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: J-ART, 2017), 

.107 
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Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati 

janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertakwa.”(QS. Ali Imran: 76).
21

 

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah 

janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat 

oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya 

sehari-hari.  

Dasar hukum yang lainnya adalah firman Allah dalam al-

Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 29 sebagaimana berikut ini: 

َٰٓأٌَُّهاَ ٍَٰۚٱٌَٰۚ  ُكَُىٰۚتِٰٰۚۚنَّزٌِ ٍۡ نكَُىٰۚتَ ٰۚأيَۡىَ  اْ طِمِٰۚٱءَايَُىُاْٰۚلََّٰۚتأَۡكُهىَُٰٓ شَجًٰۚعٍَٰٰۚۚنۡثَ  ٰۚتجَِ  ٌَ ٰۚأٌَٰۚتكَُى َٰٓ إلََِّّ

اْٰۚأََفسَُكُى ٰۚوَلََّٰۚتقَۡتهُىَُٰٓ ُكُىۡ  ٩٢ٰٰٰۚۚۚتشََاضٰٖۚيِّ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; (An-

Nisa‟ ayat 29).
22

 

 

Uraian ayat di atas menegaskan diantaranya bahwa dalam 

transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, 

atau yang diistilahkan. Walau kerelaan adalah sesuatu yang 

tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat 

terlihat dari ijab dan qabul, atau yang dikenal dalam adat kebiasaan 

sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum 

untuk menunjukkan kerelaan.  

Sedangkan dasar akad dalam kaidah fiqh adalah sebagaimana 

berikut ini. Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan 

                                                             
21

 Ibid, . 60 
22

 Ibid, .65 
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kedua belah pihak yang berakad hasilnya adalah berlaku sahnya 

yangdiakadkan.
23

 

Maksud dari kaidah di atas bahwa keridoan dalam transaksi 

ekonomi dan bisnis merupakan prinsip yang utama. Oleh karena itu, 

transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridoan kedua belah 

pihak yang melakukan transaksi yang ditandai dengan kesepakatam 

dalam ijab dan qabul. 

3. Rukun dan Syarat Akad 

Akad merupakan suatu perbuatan yang disengaja oleh dua orang 

atau lebih berdasarkan kerelaan yang bersifat hukum, tentu perlu 

adanya unsur-unsur yang mesti ada untuk menjadikan perbuatan itu 

bisa terwujud menjadi salah satu perbuatan hukum. Akad dapat 

dianggap sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun akad. 

Melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah 

atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu 

itu.
24

 

Sedangkan dalam rukun dalam akad dapat diungkapkan dengan 

beberapa cara, yaitu sebagai berikut: 

a. Akad dengan lafadz (ucapan), akad ini dilakukan oleh banyak orang 

karena paling mudah dan cepat dipahami.  

                                                             
23

 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta : Kencana, 2006), .  130 
24

 Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van  

Hoeve, 1996), . 510 
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b. Akad dengan perbuatan, akad ini dilakukan hanya dengan saling 

meridhai.  

c. Akad dengan isyarat, akad ini dilakukan oleh orang yang tidak 

dapat berbicara. Namun apabila tulisannya bagus maka dianjurkan 

menggunakan tulisan.  

d. Akad dengan tulisan, akad ini dilakukan oleh orang yang mampu 

berbicara atau tidak dengan syarat tulisan tersebut tampak jelas dan 

dapat dipahami kedua pihak.
25

 

 

Rukun akad hanya sighat al-„aqd, yaitu ijab dan qabul. 

Sedangkan syarat akad subjek akad dan objek akad. Alasannya adalah 

al-„aqidain dan mahallul „aqd bukan merupakan bagian dari perbuatan 

hukum akad. Berbeda halnya pendapat kalangan madzhab Syafi‟i 

termasuk iamam Ghozali dan madzhab Maliki termasuk syihab al-

karakhi, bahwa al„aqidain dan mahallul aqd termasuk rukun akad 

karena keduanya merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya 

akad. 

Menurut jumhur ulama rukun akad adalah al-‘aqidain, mahallul 

‘aqd, sighat al-‘aqd. Selain ketiga rukun tersebut, maudhu’ul ‘aqd 

(tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, 

tetapi dengan muqawimat ‘aqd (unsur-unsur penegak akad).
26

 

Setiap perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis untuk 

dijadikan suatu pembuktian apabila suatu saat nanti terjadi masalah 

dalam perjanjian tersebut. Selain itu juga sebaiknya dengan dihadirkan 

saksi untuk menguatkan Perjanjian. 

                                                             
25

 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, 46-51 
26

 Ghufron A. Ms‟adi, Fiqih Mu’amalah Kontekstual . 81 
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Sedangkan secara umum yang menjadi syarat sah terjadinya 

suatu akad atau perjanjian adalah: 

a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya  

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadaka oleh para pihak itu 

bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum syariah. 

b. Harus saling ridha dan ada pilihan.  

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah 

didasarkankepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-

masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut. 

c. Harus jelas dan transparan. 

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang dan 

transparan tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak 

mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak
27

 

 

Sedangkan menurut ahli bahwa ke empat hal tersebut 

merupakan komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu 

akad.
28

 Yaitu sebagai berikut: 

a. Pihak-pihak yang berakad (al-„aqidain)   

 Al-„aqidain adalah orang yang melakukan akad, yaitu 

pembeli dan penjual disyaratkan dewasa, berakal, baligh.  

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan Aqid (orang 

yang berakad) harus berakal yakni sudah mumayiz, anak 

yang agak besar yang pembicaraanya dan jawaban yang 

dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. 

Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang 

dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayiz, orang gila 

dan lain–lain.
29

  

 

Adapun ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah mensyaratkan Aqid 

harus balig (terkena perintah syara‟) berakal dan telah mampu 

memelihara agama dan hartanya. Dengan demikan ulama Hanabilah 

                                                             
27

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), . 3 
28

 Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddiqy, Pengantar Fiqih Muamalah, (Semarang:  

Pustaka Rizki Putra, 1999), . 23 
29

 Hendi Suhendi, Fiqih Mu’amalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), . 73 
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membolehkan seoranganak kecil membeli barang dan tasharruf atas 

seizin walinya 

b. Obyek akad (mahallul „aqd)  

Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenisnya, 

ciri-ciri dan ukuranya. Syarat barang yang diserahkan kemudian 

haruslah dalam tanggungan, kriteria barang tersebut menunjukan 

kejelasan jumlah membedakan dengan lainnya sehingga tidak 

menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui jelas.
30

 

Dalam hal ini ma‟qud alaih adalah obyek akad atau benda-

benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. 

Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang 

dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan. 

c. Pernyataan untuk mengikatkan diri (sighah al-‟aqd)  

Sighat al-‟aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang 

nelakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan 

pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari seseorang yang 

berakad yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk 

mengadakan akad.
31

 

Sedangkan para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan 

qabul, yaitu:  

1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga di pahami oleh            

pihak yang melakukan akad  

2) Antara ijab dan qabul harus sesuai 
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3) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat 

yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat 

yang sudah diketahui oleh keduanya.
32

 

 

Segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan 

dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya 

masing- masing kepada siapa yang melakukan transaksi. 

Segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan 

dari jiwa yang saling merelakan (taradli) untuk menyerahkan 

barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. 

Dengan demikian penyerahan barang dapat diartikan sebagai 

ijabnya, sekalipun tanpa kalimat penyerahan, dan sebaliknya 

penerimaan barang itulah qabulnya, sekalipun tanpa kalimat yang 

diucapkan. 

d. Tujuan Akad (Maudhu‟ul „aqd)  

Maudhu‟ul akad adalah maksud utama disyariatkanya 

maudhu akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad 

dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad di pandang sebelum 

terwujudnya akad: hukum dipandang dari segi setelah terjadinya 

akad; sedangkan maudhu akad berada di antara keduanya.  

Pembahasan ini sangat erat kaitanya dengan hubungan antara 

dzahir akad dan batinya. Akad yang sahih harus bersesuian antara 
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zahir dan batin akad, akan tetapi sebagian ulama lainya tidak 

mempermasalahkan masalah batin atau tujuan akad.
33

 

Ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah menetapkan beberapa 

hukum akad yang dinilai secara zahir sah, tetapi makruh tahrim 

yaitu:  

a. Jual beli yang menjadi perantara munculnya riba.  

b. Menjual anggur untuk dijadikan khamar.  

c. Menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah, 

dll.
34

  

Adapun ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syiah yang memper 

masalahkan masalah batin akad, berpendapat bahwa suatu akad 

tidak hanya dipandang saja, tetapi juga batin. Tujuan memandang 

akad sesuatu tidak bersesuaian dengan ketentuan syara‟ dianggap 

batal. 

4. Macam-macam Akad 

Para ulama fiqih, mengemukakan bahwa pembagian bentuk akad 

dapat dilakukan dari berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda-

beda. Antara lain dilihat dari penjelasan berikut ini. Dilihat dari segi 

keabsahannya menurut syara‟, maka akad terbagi tiga, akad sahih, akad 

tidak sahih dan akad tijari, sebagi berikut:  

a. Akad sahih, yaitu akad yang telah memenuhi hukum dan syarat-

syarat nya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlaku seluruh akibat 
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hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak 

yang berakad. Akad sahih menurut ulama‟ Hanafi dan Maliki 

terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:   

1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang 

dilangsungkan dengan memenuhi hukum dan syarat nya dan 

tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.   

2) Akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap 

bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk 

melangsungkan dan melaksanakan akad itu.
35

   

 

b. Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada 

rukun atau syarat-syarat nya, sehingga seluruh akibat hukum akad 

itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. 

Ulama‟ Hanafi membagi akad yang tidak sahih itu menjadi dua 

macam, yaitu: 

1) Akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu 

rukunnya atau ada larangan langsung dari syara‟, seperti 

akadnya orang gila.  

2) Akad fasid, yaitu akad yang pada dasarnya disyari‟atkan, tetapi 

sifat yang diakadkan itu tidak jelas, seperti adanya unsur 

tipuan.
36

 

3) Dilihat dari segi penamaannya, para ulama fiqih membagi akad 

menjadi dua macam, yaitu:   

a) Akad musammah, yaitu akad yang ditentukan nama-

namanya oleh syara‟ serta dijelaskan hukum-hukumnya, 

seperti jual beli, sewa-menyewa, perikatan dan lain-lain.   

b) Akad ghair musammah, akad yang penamaannya ditentukan 

oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka 

disepanjang zaman dan tempat, seperti istishna‟, bai‟ al-

wafa dan lain-lain.
37

 

 

4) Dilihat dari segi disyari‟atkannya akad atau tidak terbagi dua 

yaitu:   
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a) Akad musyara‟ah, yaitu akad-akad yang dibenarkan syara‟, 

umpamanyan jual beli, jual harta yang ada harganya dan 

termasuk juga hibah, dan rahn (gadai) . 

b) Akad mamnu‟ah, yaitu akad-akad yang dilarang syara‟, 

seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. 

5) Dilihat dari bentuk cara melakukan akad. sudut ini dibagi dua 

pula:   

a) Akad-akad yang harus dilaksanakan dengan tata cara 

tertentu. Misalnya, pernikahan dilakukan dihadapan saksi 

transaksi.   

b) Akad-akad yang tidak memerlukan tata cara. Misalnya, jual 

beli yang tidak perlu di tempat yang ditentukan dan tidak 

perlu dihadapan pejabat. 

 

6) Dilihat dari dapat tidaknya dibatalkan akad. Dari segi ini akad 

dibagi empat macam:  

a) Akad yang tidak dapat dibatalkan, yaitu „aqduzziwaj. Akad 

nikah tidak dapat dicabut, meskipun terjadinya dengan 

persetujuan kedua belah pihak.   

b) Akad yang dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah 

pihak, seperti jual beli, shulh, dan akad-akad lainnya. 

c) Akad yang dapat dibatalkan tanpa menunggu persetujuan 

pihak pertama. Misal, rahn dan kafalah.
38

 

 

7) Dilihat dari segi tukar-menukar hak. Dari segi ini akad dibagi 

tiga:   

a) Akad mu‟awadlah, yaitu: akad-akad yang berlaku atas dasar 

timbal balik seperti jual beli, sewa-menyewa.  

b) Akad tabarru‟at, yaitu: akad-akad yang berdasarkan 

pemberian dan pertolongan, seperti hibah dan „ariyah.  

c) Akad yang mengandung tabarru‟ pada permulaan tetapi 

menjadi mu‟awadlah akhirnya, seperti qardh dan kafalah. 
 

8) Dilihat dari segi keharusan membayar ganti dan tidak, maka dari 

segi ini dibagi tiga golongan:   

a) Akad dhamanah, yaitu tanggung jawab pihak kedua sesudah 

barang-barang itu diterimanya.  

b) Akad amanah yaitu tanggung jawab dipikul yang empunya, 

bukan oleh yang memegang barang , missal, syirkah, 

wakalah.  
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c) Akad yang dipengaruhi beberapa unsure, dari satu segi yang 

mengharuskan dhamanah, amanah yaitu: ijazah, rahn, 

shulh.
39

 
 

9) Dilihat dari segi tujuan akad dibagi menjadi empat golongan:  

a) Tujuannya tamlik, seperti, jual beli, mudharabah.  

b) Tujuan mengokohkan kepercayaan, seperti rahn dan kafalah.  

c) Tujuannya menyerahkan kekuasaan wakalah, wasiat.  

d) Tujuannya memelihara, yaitu: wadi’ah.
40

 

10)  Dilihat segi waktu berlakunya, terbagi dua yaitu sebagai 

berikut:  

a) Akad fauriyah, yaitu akad-akad yang pelaksanaannya tidak 

memerlukan waktu yang lama.  

b) Akad mustamirah, dinamakan juga akad zamaniyah, yaitu 

akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang menjadi 

unsur asasi dalam pelaksanaannya. Contoh: ijarah, „ariyah. 
 

11) Dilihat dari ketergantungan dengan yang lain, akad dari segi ini 

dibagi dua juga, yaitu sebagai berikut:   

a) Akad asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri, tidak 

memerlukan adanya sesuatu, jual beli, ijarah, wadi’ah, 

„ariyah.   

b) Akad tab’iyah, yaitu akad yang tidak dapat bediri sendiri 

karena memerlukan yang lain, seperti: rahn dan kafalah.
41

 

12) Dilihat dari maksud dan tujuannya, akad terbagi atas dua jenis 

yaitu: 1) Akad tabarru‟, yaitu akad yang dimaksud untuk 

menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridho dari 

Allah, 2) Akad tijari, akad yang dimaksudkan untuk mencari 
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dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah 

dipenuhi: 

a) Murabahah. Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu 

pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah 

mengajukan permohonan pembelian terhadap satu barang. 

b) As-salam. As-salam dinamakan juga salaf (pendahuluan) 

yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan 

pembayaran sekarang namun diterima kemudian.
42

 

 

Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, dalam 

kondisi mendesak dua pihak yang melakukan akad pembeli  

membutuhkan barang dan penjual membutuhkan pembayarannya 

sebelum barang selesai untuk memenuhi kebutuhan dirinya 

menanam hingga panen. 

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa transaksi salam 

merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi kebisaan di berbagai 

masyarakat. Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan 

uang untuk kebutuhan perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu 

kegiatan perusahaannya terhambat karena kekurangan bahan pokok.  

5. Asas-asas dalam Akad 

Akad dalam sebuah transaksi merupakan bagian dari fiqh 

muamalah, jika fiqh muamalah mengatur hubungan manusia dengan 

sesamanya secara umum. Akad dalam transaksi yang dilakukan oleh 

para pihak yang melakukan akad memiliki asas-asas tertentu.
43

  

Asas ini merupakan prinsip yang ada dalam akad dan menjadi 

landasan dari berjalannya akad tersebut. Adapun asas-asa akad adalah:   
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a. Asas keadilan  

Asas merupakan sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh 

para pihak yang melakukan akad dalam sebuah perikatan. Sebuah 

keterpaksaan salah satu pihak oleh pihak lainnya yang dibakukan 

dalam klausul akad tanpa bisa dinegosiasi, telah diterima suatu asas 

bahwa demi keadilan memang alasan untuk itu.
44

 

Oleh karena itu, adanya asas keadilan ini diharapakan bisa 

mendorong pihak yang melakukan transaksi selalu bernegosiasi 

sehingga muncul rasa saling rela dalam rangka untuk mencapai 

keadilan terhadap keduanya. Seperti halnya tidak ada larangan 

tawar menawar barang yang belum pasti harga penjualannya,
45

 

dengan harapan tidak ada penyesalan. Hal ini juga berdasarkan pada 

dilarangnya menjual barang yang tidak diketahui harganya. 

b. Asas kemaslahatan  

Asas ini merupakan asas dari fiqh muamalah yang 

mengedepankan baik atau mencari kebaikan. Semua apa yang 

bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang 

bersifat menghilangkan kesulitan dan kesusahan.
46

 

Kemaslahatan yang dimaksud disini adalah kemaslahatan 

yang menjadi tujuan shara', bukan semata-mata kemaslahatan yang 

berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sehingga, 
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apabila seseorang melakukan suatu perbuatan memelihara aspek 

tersebut. 

c. Asas kerelaan  

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama 

suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada 

tekanan, paksaan, penipuan, dan miss statment. Jika hal ini tidak 

terpenuhi maka transaksi dilakukan dengan cara yang batil.
47

 

Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surat an-

Nisa' ayat 29 diistilahkan dengan „an taradin minkum. Sehingga jika 

hal tersebut terjadi maka tidak akan terpenuhi unsur sukarela yang 

menunjukkan keikhlasan dan i'tikad baik dari para pihak.    

d. Asas kebebasan  

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Para 

pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat 

perjanjian, baik dari perjanjian menentukan persyaratn lainnya, 

termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.
48

  

Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi 

para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian 

bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. 

e. Asas Keseimbangan  

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa 
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seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya, hal ini 

menunjukkan antara sesama manusia masing-masing memiliki 

kelebihan dan keurangan. Untuk itu, antara manusia satu dan yang 

lain hendaknya sling melengkapi atas kekurangan yang lain dari 

kelebihan yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki 

kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. 

 

B. Utang Piutang Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Utang Piutang 

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu 

dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada 

umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang 

memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang 

akan dikembalikan jangka waktu tertentu sesuai dengan yang 

diperjanjikan.
49

 

Utang dalam bahasa arab yakni Al-Qardhu. Utang (al-qardhu) 

menurut bahasa ialah potongan, sedang menurut syar‟i ialah 

menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, 

kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut. 

Dalam literatur fikih, qard dikategorikan dalam akad tathawwu‟i 

atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi 

komersil.
50

 

 

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan 

manusia, maka jual beli termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek 

ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahtaraan hidup 
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manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi 

hajat hidupnya jika tidak kerjasama dengan orang lain. Selain itu, 

pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara peminjam. 

Utang juga diartikan sebagai kewajiban baik dalam sistem 

perbankan maupun diluar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang 

bersangkutan kepada pihak lain.
51

 

Utang piutang adalah adanya pihak yang memberikan harta baik 

berupa uang ataupun barang kepada pihak yang berutang, dan pihak 

yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan 

membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang 

sama. Selain itu akad dari utang piutang sendiri adalah akad yang 

bercorak ta‟awun kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. 

Uraian di atas bahwa bahwa utang piutang adalah suatu 

transaksi dimana merupakan akad saling membantu dengan 

menyerahkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan dimana ia 

beri‟tikad untuk mengembalikan sebesar apa yang diberikan tersebut 

pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut membayar atau 

mengembalikan harta.  

2. Dasar Hukum Utang Piutang 

Dasar hukum dari utang piutang dapat kita temukan dalam al-

Qur‟an, hadith dan ijma‟. Dasar hukum utang piutang terdapat dalam 

al-Qur‟an pada surat al-Baqarah ayat 245 sebagaimana berikut: 
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ٰٰۚۚيٍَّ ٰٰۚۚنَّزِيٱرَا َٰۚٱٌقُۡشِضُ عِفَُّٰٰۚۚللَّّ ٰۚفٍَعَُ  ا ُّٗ ٰۚحَسَ ٰۚكََٰٰۚۚۥٰٰٓۚنَُّٰٰۚۚۥقشَۡظًا ا ٰۚوَٰۚأظَۡعَافّٗ
ُٰۚٱثٍِشَجّٗ  ٰۚللَّّ

ٰۚ ٌَ ِّٰۚتشُۡجَعُى ٍۡ طُٰۚوَإنَِ ُ ٩٤٢ٌٰٰۚۚقَۡثِطُٰۚوٌَثَۡص 
Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), 

maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya 

dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan 

melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan(al-Baqarah : 245).
52

 
 

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah SWT 

mendorong agar umat islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, 

terutama menafaqahkan hartanya di jalan Allah SWT, dan kemudian 

akan digantidengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya. Selain itu, 

dasar utang piutang juga terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282, yaitu: 

أٌَُّهَٰۚ
َٰٓ ٍَٰۚٱٰۚاٌَ  ىٰۚفَٰٰۚۚنَّزٌِ ًّّٗ سَ ٰۚأجََمٰٖۚيُّ َٰٓ ٰۚإنِىَ  ٍٍ ٌۡ اْٰۚإرَِاٰۚتذََاٌَُتىُٰۚتذَِ ُكَُىٰٰۡۚۚكۡتثُىُُِ ٰۚٱءَايَُىَُٰٓ ٍۡ وَنٍۡكَۡتةُٰۚتَّ

ٰۚتِٰۚ
ُّٰٰۚۚنۡعَذۡلِ ٰۚٱكَاتةُُِۢ ًَ اٰۚعَهَّ ًَ ٰۚأٌٌَٰۚكَۡتةَُٰۚكَ ُ ٰۚٱوَلٌََّٰۚأَۡبَٰۚكَاتةِ  هِمِٰٰۚۚللَّّ ًۡ ٰۚنَّزِيٱفهٍَۡكَۡتةُٰۡۚوَنٍُۡ

ِّٰۚ ٍۡ َٰۚٱقِٰۚوَنٍۡتََّٰٰۚۚنۡحَقُّٰۚٱعَهَ ُٰٰۚۚللَّّ ُّٰۚشٍَٰٰۚۡۚۥسَتَّّ ُۡ ٰٰۚۚ ّٰٗۚوَلٌََّٰۚثَۡخَسٰۡۚيِ ٰۚا 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis 

di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 

penulis enggan menuliskannya Allah mengajarkannya, mereka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada utangnya. (Al-Baqarah : 282).
53

 

 

Perintah ayat di atas berhubungan dengan pencatatan akan utang 

piutang, baik tentang jumlah utang, maupun waktu pelunasannya. 

Selain hal tersebut pada ayat ini juga menjelaskan tentang perlunya 

saksi-saksi dalam utang piutang. 
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Uraian di atas dapat digambarkan bahwasannya utang piutang 

itu diperbolehkan dan dianjurkan. Seseorang yang berkenan 

memberikan utang kepada saudaranya yang membutuhkan 

pertolongannya. Dan untuk orang yang berutang dengan niat yang baik 

maka Allah pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan.  

Para ulama‟ sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan 

mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama‟ ini 

didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa 

pertolongan dan bantuan saudaranya Oleh karena itu, utang 

piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. 

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap 

kebutuhan umatnya.
54

 

 

Uraian di atas menjelaskan bahwa akad dalam utang piutang 

bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari 

memberikan utang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi 

pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang dia 

berikan ketika mengembaliknnya. tetapi berbeda bila kelebihan adalah 

kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang 

diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta 

menjadi kebaikan bagi si pemberi utang. 

 

3. Rukun dan syarat Utang Piutang 

Dalam utang piutang, terdapat pula rukun dan syarat seperti 

akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat qard 

sendiri ada tiga, yakni:   
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a. Aqid yaitu orang yang berutang piutang.  

b. Ma‟qud „alayh yaitu barang yang diutangkan.  

c. Sighat al-„aqd yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan 

antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.
55

  

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah 

terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu 

sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari seuatu, sedangkan 

syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat 

yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan utang piutang adalah:  

a. „Aqid (orang yang berutang piutang)  

Orang yang berutang dan memberikan utang dapat dikatakan 

sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang 

piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang 

mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. 

Akad dari orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum 

mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang 

buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak sudah bisa 

membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya 

keabsahannya tergantung kepada izin walinya.
56

 

Orang yang berutang piutang hendaklah orang yang 

mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan 

akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga 
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dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah 

utang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan. 

b. Ma‟qud „alayh 

Ma‟qud „alayh atau obyek yang dijadikan utang piutang 

adalah satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang 

piutang, disamping adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang 

melakukan utang piutang tersebut, perjanjian utang piutang itu 

dianggap terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan 

diadakannya utang piutang, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai 

berikut:  

1) Dapat dimiliki 

2) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.  

3) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan  

4) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan 

penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda yang 

diperutangkan.
57

 

c. Sighat al-„aqd 

Segala macam pernyataan akad dan serah terima ijab dan 

qabul dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk 

menyerahkan barangnya masing- masing kepada siapa yang 

melakukan transaksi. 

Sehingga berdasarkan dasar hukum di atas, Sighat al-„aqd 

dapat disimpulkan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak 
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yang bisa diwujudkan dalam bentuk lisan, tulisan maupun cara 

lainnya yang dibenarkan oleh shara‟. Meskipun utang piutang 

merupakan praktek muamalah yang murni berdasarkan pada asas 

tolong menolong, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan pula dalam pemberihan utang oleh kreditur kepada 

debitur, yaitu : 

1) Kenal atau tidak   

2) Hubungan diantara keduanya  

3) Untuk kepentingan apa  

4) Pekerjaan dan kekayaan pihak yang berutang  

5) Berapa besar nilai utang.
58

 
 

Beberapa hal tersebut meskipun sebagai suatu pertimbangan 

oleh pemberi utang, tetapi juga sebagai suatu tolak ukur yang bertujuan 

agar kedepannya tidak ada masalah yang terjadi dari utang piutang 

tersebut. Seperti, adanya kredit macet dikarenakan pemberi utang 

kurang mengetahui akan penghasilan orang yang berutang. 

4. Aturan Umum Utang Piutang Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah 

 Prinsip-prinsip berikut ini disarikan dari ayat-ayat Al-Qur‟an 

dan Hadist Nabi SAW.
59

 

a. Islam hanya mengenal adanya qardh hasanah (utang kebajikan) 

saja. Utang boleh berbentuk apa saja, yakni uang atau barang, besar 

maupun kecil, untuk keperluan pribadi atau bisnis, tetapi utang itu 

hanya boleh diberikan tanpa bunga.  

b. Tidak dibenarkan utang kecuali ada kebutuhan yang mendesak. 

Tidak dibenarkan jika berutang untuk kebutuhan mewah dan boros. 

c. Utang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan dan masalah 

hukum sehingga perlu adanya bukti tertulis perjanjian utang 

piutang yang mana termuat pula tentang persyaratan dan ketentuan 

pelunasan antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh dua orang.   

                                                             
58

 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta : Kencana, 2013), 12-16 
59

 Muhammad Syarif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2012), 245 



34 
 

 
 

d. Pemberi pinjaman boleh meminta pinjaman yang berupa harta 

benda namun tidak diperbolehkan mencari keuntungan dari harta 

tersebut.  

e. Pelunasan utang adalah prioritas pertama sebelum harta almarhum 

dibagi diantara para ahli waris.   

f. Pelunasan utang lebih dari jumlahnya adalah halal, asal tidak 

diperjanjikan lebih dahulu.  

g. Utang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya. 

h. Kreditur (yang meminjami) berhak menggunakan kata-kata kasar 

untuk menagih utangnya yang belum dibayarkan.   

i. Jika seorang debitur (yang dipinjami) dalam keadaan susah dalam 

finansial yang mana dimungkinkan tidak mampu membayar utang.  

j. Seorang debitur berhak menerima zakat meringankan beban 

utangnya.  

k. Jika terjadi perselisihan diantara pihak yang berutang maka hakim 

atau penguasa harus menengahi masalah tersebut.  

l. Membebaskan debitur miskin adalah perbuatan terpuji yang akan 

mendapatkan ganjaran dari Allah SWT.  

m. Jika seorang miskin meninggal dunia dan meninggalkan utang 

maka negara Islam bertanggung jawab membayarkan utang 

tersebut dengan diambilkan dari dana zakat.
60

 

 

5. Utang Piutang Bersyarat 

Utang piutang bersyarat pada asalnya diperbolehkan dalam 

syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman 

kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai 

dan dilanjutkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Pada 

dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup 

bermasyarakat, dan saling tolong menolong antara yang satu dengan 

yang lainnya.  

Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi 

bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai 

kemajuan dalam hidupnya dan orang-orang yang berada dalam 
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kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh 

ditahan.
61

  

Dalam perjanjian utang piutang dapat diadakan syarat-syarat 

yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, 

maka perjanjian utang-piutang tidak sah. Dalam utang piutang bersyarat 

itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:  

a. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang 

mengutangi, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan utang 

piutang bersyarat itu menjadi rusak.  

b. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, 

seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan 

utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil 

sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya.  

c. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi 

pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk 

pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat 

dibenarkan menurut syariat Islam.
62

 

 

Mekanisme yang terdapat pada utang piutang yang berlainan 

jenis pada dasarnya tergolong sebagai utang piutang yang disertai 

dengan syarat, yaitu si peminjam barang mau menuruti kemauan si 

pemberi pinjaman baik cara pelunasannya dan jangka waktunya, 

melihat dari cara pemberi pinjaman melunasinya dengan barang yang 

tidak sama jenisnya. Seandainya peminjam tidak mau menuruti 

persyaratan yang diberikan oleh pemberi pinjaman tentu akadnya 

dibatalkan oleh pemberi pinjaman. 

Tidak diperbolehkan utang piutang yang disertai dengan syarat 

tertentu, misalkan seseorang memberi pinjaman apabila dikembalikan 
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dengan nilai lebih, seseorang akan memberi pinjaman apabila orang 

meminjam mau menjual barang miliknya. Karena terdapat larangan 

Hadist Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.
63

 

Hal inilah yang terjadi didalam akad utang piutang yang 

berlainan jenis yaitu adanya tingkat menarik manfaat, karena setiap si 

pemberi pinjaman selalu memberikan syarat diawal agar dia 

mengetahui keuntungannya terlebih dahulu. Pengikut mazhab Hanafi 

juga berpendapat: tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang 

piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang 

memberi utang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan 

kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan 

cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus 

memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari 

lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Penelitian 

deskriptif adalah bertujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh 

dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh serta berarti atau tidaknya 

pengaruh.
64

  

Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai 

lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi 

tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.
65

 

Jenis penelitian kualitatif yang dilakukan secara mendalam 

terhadap individu, satu kelompok, satu organisasi, satu kegiatan dan 

sebagainya dalam waktu yang ditentukan Tujuan dari studi kasus agar 

dapat diperoleh deskripsi yang lengkap serta mendalam dari suatu 

entutas.
66

 

Berdasarkan uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan 

langsung ke lokasi penelitian yang diteliti di dalam suatu masyarakat. 
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Dalam hal ini yang diteliti yaitu tinjauan hukum Islam terhadap akad 

nguyang dan pelaksanaannya di Kelurahan Purwosari. 

2. Sifat Penelitian  

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka 

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan prilaku yang diamati.
67

  

Uraian di atas penelitian kualitatif prosedur penelitian yang 

menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata suatu konteks khusus yang alamiah 

tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad nguyang di Kelurahan 

Purwosari. Penelitian kualitatif ditunjukan mengumpulkan informasi 

aktual serta mengkaji lebih mendalam tentang peristiwa yang ada. 

B. Sumber Data 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen”.
68

 Dalam 

penelitian kualitatif sumber data diperoleh, yaitu  sumber data primer dan 

skunder yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data dalam bentuk verbal atau 

kata-kata yang diucapkan secara lisan atau perilaku yang dilakukan oleh 
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subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian 

yang berkenaan dengan variabel diteliti.”
69

  

Terkait penelitian ini, dalam penentuan sumber data serta teknik 

sampling yaitu menggunakan purposive sampling.
70

 

Adapun yang dimaksud dengan purposive sampling adalah 

metode pengambilan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu 

yang dianggap relevan dan dapat mewakili objek penelitian yang akan 

diteliti. Dimana teknik pengambilan sampel tersebut secara sengaja dan 

tetap sesuai dengan sampel yang diperlukan.
71

 

Kriteria kriteria yang menjadi pertimbangan utama peneliti dalam 

pengambilan sumber data tersebut yakni:  

a. Sampel merupakan masyarakat sekitar yang ikut serta dalam akad 

nguyang.  

b. Anggota sampel yang menjadi informan adalah yang dianggap 

berkompeten serta memahami kondisi akad nguyang.  

c. Anggota sampel dapat mewakili masyarakat di di Kelurahan 

Purwosari dalam memberikan informasi. 

Uraian di atas bahwa sumber data primer adalah data primer 

dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama berupa hasil wawancara pemberi ngunyang Bapak Supri, 

Bapak Panut, Ibu Yani dan yang penerima ngunyang Ibu Yuni, Ibu 

Lastri, Ibu Neni, data darinya yang diperoleh langsung dari responden 
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sesuai dengan penjelasan dari tinjauan hukum Islam terhadap akad 

nguyang dan pelaksanaannya di Kelurahan Purwosari. 

2. Sumber data Skunder 

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh 

melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen 

yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.
72

 Sumber data 

sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer”
73

 

Sumber data sekunder digunakan untuk menarik kesimpulan atau 

untuk mendapat pengetahuan tambahan yang berbeda dengan 

pengumpulan dan analisis data sebelumnya. Data ini diperoleh dari 

pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi 

berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder disini 

digunakan oleh peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan 

data, sumber data tersebut dapat berupa buku buku penunjang yang 

dapat di gunakan saat proses wawancara dengan responden yang 

menjadi objek utama dari pengambilan data penelitian. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tanpa 

adanya data terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian berhasil dan 

tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diperlukan.
74
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Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data 

secara kualitatif dan merupakan salah satu langkah awal yang harus 

ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian adalah: 

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”
75

  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa 

wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh 

seorang peneliti terhadap orang yang di wawancarai secara 

berhadapan langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan 

sistematis. Terdapat beberapa jenis wawancara penelitian kualitatif, 

adapun wawancara terbagi menjadi 3 bentuk sebagai berikut: 

a. Wawancara Terstruktur  

Wawancara terstruktur adalah peneliti menyiapkan terlebih 

dahulu data yang akan diperlukan untuk wawancara. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut sudah disiapkan peneliti dengan cara tertentu 

agar memunculkan jawaban pada tujuan ingin dicapai. 

Sebagaimana penelitian peneliti gunakan yakni wawancara 

terstruktur. 

b. Wawancara semi terstruktur 

Wawancara semi terstruktur adalah peneliti diberi kebebasan 

dalam bertanya dan mengatur alur dalam melakukan wawancara. 

c. Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah dimana peneliti lebih 

diberi kelonggaran mengajukan pertanyaan secara garis besar, 

boleh saja bertanya secara acak dari topik yang satu ke topik yang 

lainnya.
 76 
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Peneliti disini menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan 

pemberi dan penerima nguyang di Kelurahan Purwosari Kec. Metro 

Utara. 

Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode ini menggunakan 

untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung 

kepada narasumber yaitu pemberi ngunyang Bapak Supri, Bapak Panut, 

Ibu Yani dan yang penerima ngunyang Ibu Yuni, Ibu Lastri, Ibu Neni 

dari masyarakat setempat untuk pengambilan data melalui wawancara 

langsung dengan sumber datanya, dilakukan dengan melalui tatap muka 

dan jawaban responden direkam dan dirangkum. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-

dokumen. Selan itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis 

maupun tidak dipersiapkan adanya permintaan seorang penyidik.”
77

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan adalah 

profil, kondisi dan demografis kelurahan Purwosari Kecamatan Metro 

Utara. Maka metode dokumentasi digunakan untuk penyeledikan 

terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. 

Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian 

mengadakan reduksi, yaitu merangkum, memfokuskan pada hal 

penting. 
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D. Teknik  Analisis Data 

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif lapangan. Analisis data kualitatif adalah semua bahan 

keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara 

sistematis karena berwujut keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).”
78

 

Teknik analis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah-langakah yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi 

data berrti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang peting dicari tema dan polanya.
79

  

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaska bahwa proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat 

ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, menulis 

memo, dan sebagianya dengan maksud menyisihkan data/informasi 

yang tidak relevan. 

2. Display Data 

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk 

memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau 
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bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data melalui modelgrafis, 

sehingga keseluruhan data serta bagian-bagian detailnyadapat dipetakan 

dengan jelas.
80

 Display data adalah pendeskripsian sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif 

disajikan dalam bentuk teks naratif.  

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan  dan didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.
81

 

Verifikasi data (data verification) dalam penelitian ini pada 

merupakanpenyusunan secara sistematis data-data yang telah 

dihasilkan sehngga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil 

penelitian. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode 

deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju 

kepada hal-hal umum. Pengumpulan data harus sudah memahami arti 

berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan 

peraturan, pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab 

akibat, dan berbagai proposisi. 
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 BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Profil Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara 

Kelurahan Purwosari dibuka sejak tahun 1936 oleh kolonisasi 

yang didatangkan dari pulau Jawa yang terdiri dari 20 KK yang berada 

di bedeng 20. Lalu didirikan Bedeng di 13 polos yang diisi sebanyak 15 

KK yang dulu disebut pada tanggal 15 Juli 1937 di buka bedeng Utara 

yang disebut bedeng 13A sebanyak 15 KK. Sebelum dimasukkan ke 

bedeng-bedeng untuk mencari upahan bawon. Orang-orang dibekali 

golok, periuk wajan masuk ke bedeng di tengah hutan belantara. 

Pemerintahan berada di Kota Metro, pada tahun 1938 oleh 

asisten Wedana menetapkan Bapak Amad Sahro sebagai Kepala 

Kelurahan yang pertama kali pada tanggal 1 Januari 1938. Perubahan 

Kepala Pemerintahan Lurah tampak dalam tabel berikut : 

Tabel 1 Perubahan Kepala Pemerintahan Kelurahan 

No 
Nama Kepala 

Kelurahan 
Masa Jabatan 

Nama Sekretaris 

Kelurahan 

1 Ahmad Sahro Thn 1938 s/d 1940 Marjuki 

2 Jokoriyo Thn 1949 s/d 1950 Mardowo 

3 Joyo Utomo Thn 1950 s/d 1980 1.  Marto Sentono 

2.  Padmo Suwarno 

3.  Kusno Sugiyanto 

4 Kusno Sugiyanto Thn 1981 s/d 1998 D. Kahono 

5 D. Kahono Thn 1999 s/d 2006 Drs. Hi. Puji 

6 Sukisman Thn 2007 s/d 2012 Drs. Hi. Puji 

7 D. Kahono Thn 2013 s/d 

sekarang 

Drs. Hi. Puji 

 Data: Dokumentasi Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara 
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2. Visi dan Misi Kelurahan Purwosari  

Visi dan Misi Kelurahan Purwosari adalah sebagai berikut: 

a. Visi Kelurahan Purwosari 

Memacu peningkatan masyarakat Kelurahan Purwosari 

didasari oleh keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa. 

b. Misi Kelurahan Purwosari 

1) Peningkatan kuwalitas pelayanan pemerintahan Kelurahan 

Purwosari kepada masyarakat 

2) Peningkatan kwalitan dan kwantitas prasarana umum dalam 

menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat. 

3. Kondisi Geografis Kelurahan Purwosari  

Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro 

terletak pada  ketinggian 74,5m dari permukaan laut dengan luas 

wilayah 500,75 Ha, jarak tempuh dengan pusat pemerintahan kabupaten 

30 km dengan waktu tempuh 1jam, sedangkan jarak dengan pusat 

pemerintahan propinsi 60 km dengan waktu tempuh 2 jam, dengan 

batas-batas wilayah yaitu: 

 Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Banjarsari 

Kecamatan Metro Utara Kota Metro. 

 Sebelah Barat  : Berbatasan dengan kelurahan Kecamatan Metro 

Utara Kota Metro. 

 Sebelah Timur: Berbatasan dengan kelurahan Ganjar Agung 

 Sebelah Selatan  :Berbatasan dengan kelurahan Tempuran 

Kecamatan Metro Utara Kota Metro 
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Potensi Lembaga Pemerintah Kelurahan Purwosari tampak 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4 Potensi Lembaga Pemerintah Kelurahan Purwosari 

 

No Uraian Jumlah Keterangan 

1 Dasar hukum pembentukan 

Pemerintah  

 Ada 

2 Dasar hukum pembentukan BPK  Ada 

3 Kepala Urusan   

 a. Umum 1 Aktif 

 b. Pemerintahan 1 Aktif 

 c. Pembangunan 1 Aktif 

4 Bendahara Kelurahan 1 Aktif 

5 Kepala Dusun 5 Aktif 

6 Ketua RT 16 Aktif 

7 Ketua RW Jumlah Anggota BPK 5 Aktif 

9 LPMK Jumlah anggota LPMK 14 Aktif 

10  PKK Jumlah pengurus 35 Aktif 

11 Karang taruna Anggota Karang 

Taruna 

15 Aktif 

12 Kelompok Tani 10 Aktif 

Data: Dokumentasi Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak seluruh perangkat Kelurahan 

dan oraganisasi kemasyarakatan sudah aktif. Penduduk Kelurahan 

Purwosari yang bekerja adalah usia di atas 15 tahun, tampak dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 5 Penduduk Kelurahan Purwosari yang bekerja 

No Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Petani 1211 15 1226 

2 Buruh tani 913 - 913 

3 PNS 87 59 146 

4 Pengrajin industri RT 1 - 1 
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5 Pedagang keliling 12 7 33 

6 Peternak 25 - 25 

7 Montir 10 - 10 

10 TNI 4 - 4 

11 
Pengusaha kecil & 

menengah 
47  47 

12 Dosen swasta 18 5 23 

13 Karyawan perusahan swasta 47 53 100 

 Jumlah Total   2654 

Data: Dokumentasi Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara 

Sehingga perlu adanya dukungan serta peran aktif pemerintah 

lurah untuk mendukung tercapainya peningkatan hasil pertanian. Seperti 

perbaikan saluran irigasi/tersier, pengadaan bibit, serta pengadaan pupuk 

secara maksimal agar kebutuhan petani terpenuhi. Selain itu, kegiatan 

petani tergantung pada musim tanam yang dijadwalkan sesuai dengan 

jadwal musim tanan yang ditentukan oleh Pemerintah. 

4. Kondisi Ekonomi Sosial  

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya 

faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti 

banyaknya lahan pekerjaan, suburnya tanah, dan peluang untuk 

kehidupan yang lebih baik. Tingkat ekonomi merupakan faktor yang 

dominan bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan 

masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan 

oleh masyarakat itu sendiri.
82
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Berdasarkan tabel di atas tampak mayoritas hasil tanaman pangan 

yang dihasilkan oleh petani langsung dijual kepada tengkulak. Penyediaan 

fasilitas penampungan penjualan hasil panen guna meningkatkan 

kesejahteraan petani. Hasil Kelurahan Purwosari tampak table berikut ini: 

Tabel 11  Perikanan Kelurahan Purwosari 

 

No Jenis Ikan Diproduksi 
Perkiraan Jumlah 

Hasil 

1 Lele 2 Ton 

2 Patin 2 Ton 

3 Nila 0,5 Ton 

4 Gurame 1 Ton 

Data: Dokumentasi Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara 

 

Berdasarkan tabel di atas tampak hasil perikanan berupa ikan 

jenis air tawar, peternakan ikan dibudidayakan pada 4 jenis tersebut 

karena pangsa pasar yang baik. Kurangnya pasokan air dan permodalan 

membuat masyarakat kurang berminat memanfaatkan pekarangan 

rumahnya untuk pembuatan kolam ikan. menunjukkan bahwa pekerjaan 

penduduk didominasi oleh pertanian, peternak dan buruh tani. Sektor 

pertanian masih sangat diandalkan masyarakat menggantungkan 

hidupnya.  

5. Struktur Organisasi Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro 

Utara 

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Kelurahan 

Purwosari dapat dilihat sebagaimana gambar atau bagan di bawah ini: 
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Struktur Organisasi 

Pemerintahan Kelurahan Purwosari 

Kecamatan Metro Utara Kota Metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Struktur  

Organisasi Pemerintahan Kelurahan Purwosari
83

 

 

B. Pelaksanaan Akad Nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan 

Metro Utara  

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari memang 

harus terpenuhi segala kebutuhan dengan harta benda yang telah 

dimilikinya. Jika kebutuhan telah mendesak padahal harta benda yang telah 

dimiliki tidak memenuhi atau kurang dapat memenuhinya, sering orang 

berhutang dengan terpaksa pada orang lain. Baik hutang yang berupa uang 

atau barang yang akan dinyatakan gantinya pada waktu yang lain.  
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Sesuai dengan kebutuhan yang menjadi perjanjian antara kedua 

belah pihak yang bersangkutan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

masyarakat Kelurahan Purwosari melaksanakan perjanjian nguyang. 

Nguyang adalah simbol dari bahasa masyarakat Kelurahan Purwosari 

dalam hal utang piutang di bidang pertanian. Pelaksanaan perjanjian 

nguyang ini menjadi aktivitas atau biasa di laksanakan oleh masyarakat 

Kelurahan Purwosari. 

Pelaksanaan perjanjian nguyang yang tujuannya murni untuk 

menggarap sawah, akad yang dijalani adalah petani meminjam uang kepada 

penguyang untuk menggarap sawah, uang itu akan dibayar dengan padi 

pada musim panen.
84

 

Petani meminjam uang kepada penguyang dengan standar atau 

ukuran kwintalan, dan apabila padi tersebut tidak bisa diberikan pada 

waktu jatuh tempo (panen), maka petani tersebut akan memberikan padi 

pada panen berikutnya  dengan menambah 5% atau 10% padi. 

Pelaksanaan perjanjian nguyang yang tujuannya tidak murni untuk 

menggarap sawah, tetapi untuk tujan lain, akad yang dijalani adalah 

petani meminjam uang kepada penguyang untuk menggarap sawah, 

tetapi uang tersebut oleh petani tidak digunakan untuk menggarap 

sawah melainkan untuk tujuan lain, yaitu untuk menutup utang, 

untuk modal dagang dan untuk kebutuhan sendiri.
85

   

 

Pelaksanaan perjanjian nguyang tersebut digolongkan menjadi dua 

kategori, yaitu: Berdasarkan kategori bahwa perjanjian nguyang tersebut 

adalah murni untuk menggarap sawah.  
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Perjanjian nguyang tersebut memang pada awal ucapannya adalah 

meminjam uang, tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut 

tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan padi dengan standar 

atau ukuran kwintalan pada musim panen, dan harga sesuai dengan uang 

yang dipinjamkan oleh penguyang. 

Hutang bersyarat yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan 

syarat sah dalam hutang piutang. Karena dalam melakukan hutang piutang 

sudah memenuhi rukun dalam hutang piutang yaitu dengan adanya 

seseorang yang memberi pinjaman, seseorang yang mendapatkan uang, 

objek yang dihutang, dan adanya ijab dan kabul saat melakukan praktek 

hutang piutang tersebu. 

 Jadi penguyang mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan 

dengan pembelian saat ia membutuhkan padi tersebut. Perjanjian nguyang 

yang dilaksanakan di Kelurahan Purwosari bukan termasuk utang piutang, 

ijon. Akan tetapi termasuk akad utang piutang, karena petani menjual hasil 

panennya (padi), ketika musim panen dan uangnya diminta duluan.  

Akad utang piutang adalah akad jual beli barang pesanan diantara 

pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih) dengan spesifikasi dan 

harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan 

pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.
86

 

Transaksi salam merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi 

kebiasaan di berbagai masyarakat. Menurut kebiasaan para pedagang, 
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salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya 

berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga 

tertentu.
87

   

Setelah itu petani baru membayar utang kepada pemberi modal 

dengan uang pokok yang telah disepakati.  

Dalam hal ini ada untung dan rugi dengan adanya pinjaman modal 

tersebut. Merugikannya jika petani mengalami gagal panen dan tidak 

bisa mengembalikan pinjaman tersebut tetap harus membayar hutang. 

Namun di sisi lain walaupun dengan adanya potongan harga, petani 

merasa terbantu oleh modal yang dipinjamkan tersebut. Dari pada 

harus membiarkan sawah tersebut tidak di tanami.
88

 

 

Tujuan utama utang piutang adalah saling membantu dan 

menguntungkan kedua belah pihak. Maka, untuk kepentingan tersebut 

Allah menetapkan peraturan salam.  

Definisi salam yang diberikan fuqaha berbeda-beda:  Menurut 

syafi‟iyah salam ialah: Artinya: Akad yang disepakati dengan menentukan 

ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan 

barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad.
89

 

Menurut Malikiyah ialah: Artinya: Suatu akad jual beli yang 

modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan 

kemudian.
90

 

Utang piutang dibenarkan dalam Islam sebagaimana firman Allah 

SWT:  

َٰٓأٌَُّهاَٰٰٰۚۚۚ ٍَٰۚٱٌَ  ىٰۚفَٰٰۚۚنَّزٌِ ًّّٗ سَ ٰۚأجََمٰٖۚيُّ َٰٓ ٰۚإِنىَ  ٍٍ ٌۡ اْٰۚإِرَاٰۚتذََاٌَُتىُٰۚتِذَ  ٰۚكۡتثُىُُِ ٰۚٱءَايَُىَُٰٓ
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu 

bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah : 282).
91

 

Dasar hukum lainnya adalah hadist yang berkaitan dengan tradisi 

penduduk Madinah yang didapati oleh Rasulullah pada awal hijrah beliau 

ke sana, yaitu tradisi akad salaf (salam) dalam buah-buahan jangka waktu 

satu tahun atau dua tahun, tanpa ada takaran atau timbangan yang jelas, 

maka beliau bersabda: 

Artinya:“Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan oleh Ibnu Uyaiynah 

dikabarkan oleh Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah 

Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi 

SAWdatang ke Madinah dan melihat penduduk disana melakukan jual 

belisalaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka Nabi 

berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya 

iamelakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas 

pula, untuk jangka waktu yang diketahui”. (HR. Bukhari).
92

 

 

Hadits itu menunjukkan bahwa waktu-waktu itu tidak sampai, selain 

bahwa dia itu diketahui, misalkan untuk buah-buahan atau tanaman maka 

waktunya berdasarkan musim panen dan harus diketahui secara jelas 

timbangannya dan ukurannya harus pula diketahui.  

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah 

hukumnya. Diantara syarat-syarat yang dimaksud ada yang berkaitan 

dengan penukaran dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijual.   

Syarat-syarat penukaran adalah sebagai berikut:  

1. Jenisnya diketahui   
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2. Jumlahnya diketahui   

3. Diserahkan di tempat yang sama 

Sedangkan syarat-syarat barang (muslam fih) adalah:  

1. Berada dalam tanggungan. 

2. Dijelaskan dengan penjelasan yang menghasilkan pengetahuan tentang 

jumlah dan ciri-ciri barang yang membedakannya dengan barang yang 

lain sehingga tidak lagi sesuatu yang meragukan dan dapat 

menghilangkan perselisihan yang mungkin akan timbul.    

3. Batas waktu diketahui.
93

 

 

Dalam as-salam jika kedua pihak tidak menyebutkan tempat serah 

terima jual beli pada saat akad, maka jual beli dengan cara as-salam 

tetaplah sah, hanya saja tepat ditentukan kemudian, karena penyebutan 

tempat tidak dijelaskan di dalam hadist. Apabila tempat merupakan syarat 

tentu maka Rasulullah SAW menyebutkannya, sebagaimana ia 

menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.
94

             

Dalam akad utang piutang barang yang dipesan harus diserahkan 

pada waktu yang ditentukan tidak boleh mundur juga bagaimana 

penyerahan barang tersebut apakah barang itu diantar ke rumah pemesan 

atau di pasar atau pemesan nantinya yang akan mengambil sendiri barang 

tersebut. Dalam pesanan juga tidak boleh adanya khiyar syarat artinya 

kalau barangnya sudah ada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lantas 

tidak cocok akan dikembalikan. Barang yang sudah sesuai dengan 

ketentuan harus diterima.
95
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Harga dalam akad utang piutang dalam majelis akad, ini menurut 

Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur, harga pada kedua akad tersebut 

harus dibayar tunai ketika akad berlangsung.
96

 

Jumhur fuqaha berpendapat, jika terjadi pemesanan buah-buahan 

tetapi ketika tiba masanya, orang tersebut tidak dapat menyerahkannya. 

Sehingga barang yang dipesan itu sudah habis dan sudah lewat musimnya. 

Maka pemesan boleh memilih antara mengambil kembali harga atau 

menunggu hingga tahun (musim) berikutnya. Pendapat ini dikemukakan 

oleh Syafi‟i, Abu Hanifah dan ibnul Qasim.  

Mereka mengemukakan  alasan, bahwa transaksi itu terjadi dengan 

penjelasan sifat-sifat kongkrit dalam tanggungan. Dengan demikian, 

selama tidak ada pembatalan, maka transaksi itu masih berlaku. 

Sedang syarat kebolehannya tidak harus dari “musim buah tahun 

berjalan, tetapi hanya merupakan syarat yang dibuat oleh pemesan 

sehingga ia boleh memilih.
97

 

 

Perjanjian nguyang tersebut, apabila petani tidak bisa memberikan 

padi pada waktu jatuh tempo (panen) seharusnya padi tersebut diberikan 

pada musim panen berikutnya tanpa ada tambahan 5% atau 10% padi, 

karena barang salam itu barang tanggungan bagi pihak yang tidak bisa 

mengembalikan pada waktu jatuh tempo. 

Berdasarkan kategori bahwa perjanjian nguyang teresbut tidak murni 

untuk menggarap sawah, melainkan untuk tujuan lain yaitu untuk menutup 

utang, untuk modal dagang dan untuk kebutuhan sendiri. Hal ini 

merupakan realitas masyarakat, menurut mereka tidak ada jalan lain untuk 
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mendapatkan uang selain meminjam uang ke penguyang, memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  

Perjanjian seperti ini tidak dipungkiri bahwa masyarakat petani yang 

ekonominya kurang mampu, sangat membutuhkan pertolongan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan penguyang adalah pedagang 

yang memiliki modal.
98

  

Perjanjian nguyang yang dilakukan adalah hal yang sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat petani Kelurahan Purwosari. Ketika peneliti 

mewawancarai sebagian dari mereka, obyek salam adalah barang yang 

dipesan adalah waktunya diketahui, harganya diketahui, barangnya berada 

dalam tanggungan dan batas waktu diketahui mereka mengatakan lebih 

memilih meminjam uang dengan cara nguyang  dari pada ke saudara, ke 

rentenir atau ke bank. Karena meminjam uang dengan cara nguyang, 

mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah dan langsung menerima dan 

uang tersebut bisa dikembalikan dikemudian hari yaitu pada waktu panen. 

Meskipun nampaknya para petani suka melakukan perjanjian nguyang dan 

rela memberikan tambahan 5% atau 10% padi, tetapi karena petani itu 

sawahnya sewa maka tambahan tersebut sangat  menyusahkan. 

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad nguyang di Kelurahan 

Purwosari Kecamatan Metro Utara  

Akad nguyang yang dilaksanakan di Kelurahan Purwosari adalah 

petani  meminjam uang kepada penguyang untuk menggarap sawah, uang 
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tersebut akan dibayar dengan padi pada musim panen dengan standar atau 

ukuran kwintalan, dan apabila padi tersebut tidak bisa diberikan pada 

waktu jatuh tempo, maka petani tersebut akan memberikan padi pada panen 

berikutnya dengan menambah 5% atau 10% padi.   

Hukum Islam akad yang disepakati dengan membayar harganya 

dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Hal ini termasuk 

dalam akad utang piutang, yaitu akad jual beli barang pesanan diantara 

pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih) dengan spesifikasi dan 

harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan 

pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.
99

 

Setiap jual beli haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan 

syarat yang terdapat dalam utang piutang adalah adanya orang yang 

berakad, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini yang menjadi penjual 

adalah para petani. Dimana mereka meminta uangnya terlebih dahulu, 

sedangkan barangnya diserahkan kemudian, yaitu pada musim panen.  

Sedangkan yang disebut pembeli adalah para penuyang, yaitu 

pedagang yang memiliki modal. Dimana mereka membeli padi yang belum 

ada, padi tersebut akan diminta pada musim panen Setiap orang harus 

memenuhi kriteria atau syarat-syarat tersebut untuk dapat melakukan utang 

piutang. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. 
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Misal, akadnya anak kecil dan orang gila. Maka mereka tidak boleh 

melakukan akad ini.
100

  

 Akad yang dilaksanakan oleh petani dengan penguyang dalam akad 

nguyang adalah sah menurut hukum Islam. Rukun salam yang kedua 

adalah adanya obyek salam. Adapun syarat obyek salam adalah barang 

yang dipesan adalah waktunya diketahui, harganya diketahui, barangnya 

berada dalam tanggungan dan batas waktu diketahui. Dilihat dari segi 

obyek salam, akad nguyang telah memenuhi syarat hukum Islam karena 

jumlah barangnya diketahui, waktunya, harganya dan tempat penyerahan 

barangnya diketahui.   

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena 

merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya 

makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang 

terjadi pada perjanjian nguyang, terjadi kesepakatan antara petani 

dengan penguyang. Dalam setiap akad harus ada sighat al`aqd yakni 

ijab dan qabul. Adapun ijab adalah Pernyataan pertama yang 

dinyatakan oleh salah satu dari muta‟aqidin yang mencerminkan 

kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan.
101

 

 

Pernyataan ini dinyatakan oleh petani sebagai penjual ”saya akan 

meminjam uang kepada saudara, uang tersebut akan saya bayar dengan 

padi pada musim panen”, dan qabul adalah Pernyataan oleh pihak lain 

setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap 

akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh penguyang sebagai pembeli.   

Demikianlah sighat ijab qabul yang antara kedua belah pihak, dimana 

mereka harus mematuhinya, firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 1  
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َٰٓأٌَُّهاَ ٍَٰۚٱٌَٰۚ  اْٰۚأوَۡفىُاْٰۚتِٰٰۚۚنَّزٌِ  ٰۚنۡعُقىُدِ ٰۚٱءَايَُىَُٰٓ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad 

itu.(Q.S. QS. Al-Maidah). 
102

 

Dalam ijab qabul antara petani dengan penguyang saja dan 

kesepakatan untuk melakukan perjanjian nguyang tersebut. Dengan adanya 

ijab qabul ini, maka telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk 

melakukan transaksaksi. Dalam hukum Islam, syarat akad utang piutang 

adalah ditentukan takaran, timbangan dan waktunya secara jelas. Seperti 

dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari: 

Artinya: Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan oleh Ibnu Uyaiynah 

dikabarkan oleh Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah 

Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi 

SAWdatang ke Madinah dan melihat penduduk disana melakukan jual 

belisalaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka Nabi 

berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia 

melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, 

untuk jangka waktu yang diketahui. (HR. Bukhari).
103

 
 

Dalam perjanjian nguyang tersebut, sudah memenuhi. Jenisnya 

diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui.  

Meskipun jenis barangnya tidak diketahui secara jelas, tetapi juga 

disebutkan jenisnya yaitu padi. Dalam hukum Islam perlu adanya catatan 

dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang 

ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat: 

282 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu 

bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah : 282).
104

 

Perjanjian nguyang tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan 

penguyang saja secara lisan, tanpa ada catatan atau kwintasi, namun 

perjanjian nguyang tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau 

persetujuan bersama, dengan saling percaya dan juga ada saksi. Bentuk dari 

kepercayaan mereka adalah petani menerima uang duluan dan penguyang 

akan menerima padi pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musim panen, 

meskipun pemberian padi tersebut kadang mundur. 

Meskipun nampaknya para petani rela memberikan tambahan 5% atau 

10% padi, tetapi karena petani itu sawahnya sewa maka itu sangat  

menyusahkan para petani. Jadi tambahan tersebut mengarah pada unsur 

riba.  

Secara etimologi riba berarti kelebihan atau tambahan. Pengertian riba 

secara etimologis kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada 

imbalan atau gantinya.
105

 

Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba al-fadhl 

dan riba an-nasi’ah. Riba al-fadhl adalah kelebihan pada salah satu harta 

sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara‟, yaitu dengan 

timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, satu kg gula 

dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya. Kelebihan 1/4 kg dalam jual beli ini 

disebut dengan riba al-fadhl. Sedangkan riba an-nasi’ah adalah kelebihan 
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atas piutang yang diberikan orang yang ber utang kepada pemilik modal 

ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.
106

 

Al-Qur‟an dengan tegas melarang riba nasi‟ah (basar maupun kecil), 

diantara ayat al-Qur‟an yang melarang riba nasi‟ah adalah sebagai berikut:  

َٰٓأٌَُّهاَ ٍَٰۚٱٌَٰۚ  َٰۚٱٰۚتَّقىُاْٰۚٱءَايَُىُاْٰٰۚۚنَّزٌِ ٰٰۚۚللَّّ ٍَ ٰۚيِ ًَ اْٰۚٱوَرَسُواْٰۚيَاٰۚتقَِ َٰٓ تىَ  ٍَٰٰۚۚنشِّ ؤۡيٍُِِ ٩٦٢ٰٰۚۚإٌِٰۚكُُتىُٰۚيُّ

ٰٰۚۚفئٌَِ ٍَ ِٰۚٱنَّىٰۡۚتفَۡعَهىُاْٰۚفأَۡرََىُاْٰۚتحَِشۡبٰٖۚيِّ ِّٰٰۚۚللَّّ نِكُىٰۡۚلََّٰٰۚۚ ۦٰۚوَسَسُىنِ وَإٌِٰۚتثُۡتىُٰۡۚفهَكَُىٰۡۚسُءُوسُٰۚأيَۡىَ 

ٰۚ ٌَ ى ًُ ٰۚوَلََّٰۚتظُۡهَ ٌَ ى ًُ ٩٦٢ٰٰۚۚتظَۡهِ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 

yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 

riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. 

Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-

Baqarah: 278-279).
107

 

Penjelasan di atas bahwa ayat tersebut mengharamkan riba nasi‟ah. 

Al-Baqarah 278-279 menegaskan haramnya riba meskipun kecil. Perjanjian 

nguyang yang dilaksanakan di Kelurahan Purwosari, dengan menggunakan 

akad utang piutang menurut pandangan Islam adalah sah. Namun dengan 

adanya tambahan 5% atau 10% padi, maka dalam perjanjian nguyang yang 

dilaksanakan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro 

tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba. 

Bagi petani umumnya modal identik dengan pembiayaan yang sulit 

ditanggulangi, khususnya dalam mengembangkan usaha tani di pedesaan. 
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Tetapi untuk para petani yang memiliki modal usaha yang cukup, mereka 

tidak merasa kesulitan untuk memenuhi atau membeli sarana pertanian 

yang mereka perlukan saat musim tanam tiba. Hal ini akan sangat 

berpengaruh pada saat musim panen tiba, mereka akan memperoleh 

kesempatan luas untuk membeli sarana pertanian yang lebih murah dan 

menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih tinggi. Lain halnya 

dengan para petani yang merasa kesulitan untuk memperoleh sarana 

pertanian karena modal mereka yang kecil, dan akhirnya mereka pun akan 

memanfaatkan para pemberi modal yang ada di sekitar mereka untuk 

mendapatkan modal tersebut dengan cara melakukan hutang piutang atau 

meminjam. Pinjaman modal yang dilakukan di Kelurahan Purwosari 

Kecamatan Metro Utara ini yaitu dimana pemberi modal memberikan 

pinjaman modal kepada petani dengan syarat hasil panen dari petani 

tersebut dijual kepada si pemberi modal dan memberikan potongan harga 

per kilo dari hasil panennya harga yang beda dari pasaran. 

Hutang bersyarat yang dilakukan di Kelurahan Purwosari Kecamatan 

Metro Utara yaitu hutang bersyarat yang pada saat akad tentu antara 

pemberi modal dan petani telah saling rela untuk melakukan hutang piutang 

ini sehingga hutang piutang dengan syarat ini dapat terlaksana. Pada 

prakteknya, hutang bersyarat ini sama dengan hutang piutang yang 

sebagaimana mestinya dengan syarat setelah petani telah diberikan 

pinjaman oleh pemberi modal tersebut disyaratkan hasil panen petani dijual 

kembali pada pemberi modal dengan harga yang tidak sama dengan 
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pasaran. Hal ini dilakukan agar pemberi modal tidak susah untuk 

mendapatkan padi yang bisa diolah kembali untuk diproduksi menjadi 

benih. Sehingga nantinya dapat memudahkan petani untuk mendapatkan 

benih. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai 

berikut: Praktek perjanjian nguyang yang terjadi di Kelurahan Purwosari 

Kecamatan Metro Utara Kota Metro, merupakan perjanjian antara petani 

dengan penguyang. Dalam perjanjian nguyang tersebut petani meminjam 

uang kepada penguyang, uang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan 

standar atau ukuran kwintalan pada musim panen. Perjanjian nguyang 

tersebut memang pada awal ucapannya adalah meminjam uang, tetapi 

setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan 

uang, melainkan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintalan 

pada musim panen, dan harga sesuai dengan uang yang dipinjamkan 

kepada  penguyang. 

Akad nguyang yang dilaksanakan di Kelurahan Purwosari 

Kecamatan Metro Utara Kota Metro, menurut pandangan Islam adalah sah 

dan termasuk akad utang piutang, yaitu akad jual beli barang pesanan 

diantara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih) dengan 

spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad, sedangkan 

pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Namun dengan adanya 

tambahan 5% atau 10% padi, pada saat petani tidak bisa memberikan padi 

pada waktu jatuh tempo (panen). Maka dalam perjanjian nguyang tersebut 

tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba. 
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B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan 

adalah sebagai berikut:  

1. Kajian tentang perjanjian nguyang dan pelaksanaannya di Kelurahan 

Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, dalam perjanjian 

tersebut menggunakan akad utang piutang. Menurut pandangan Islam 

ini adalah sah. Namun dalam akad nguyang tersebut terdapat tambahan, 

apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo 

(panen).  

2. Tambahan tersebut termasuk kategori riba. Hendaknya dalam akad 

nguyang tersebut, apabila petani tidak bisa memberikan padi pada 

waktu jatuh tempo (panen). Maka padi tersebut diberikan pada panen 

berikutnya tanpa ada tambahan. Dalam hubungan muamalah termasuk 

perjanjian di mana perjanjian itu telah dibuat hendaknya kita harus 

memperhatikan secara terperinci dan lebih berhati-hati tentang 

perjanjian tersebut, jangan sampai ada unsur penipuan yang 

mengakibatkan kerugian di antara salah satu pihak dan jangan sampai 

perjanjian itu mengarah pada unsur riba. 
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5. Asas-asas dalam akad 



 
 

 
 

B. Utang Piutang Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Utang Piutang 

2. Dasar Hukum Utang Piutang 

3. Rukun dan syarat Utang Piutang 

4. Aturan Umum Utang Piutang Berdasarkan Al-Qur‟an dan Sunnah 

5. Utang Piutang Bersyarat 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

B. Sumber Data 

C. Teknik Pengumpulan Data 

D. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

B. Pelaksanaan akad nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro 

C. Tinjauan hukum Islam terhadap akad nguyang di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro 

Utara Kota Metro  

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD  

NGUYANG DI KELURAHAN PURWOSARI  

KECAMATAN METRO UTARA 

 
 

A. PETUNJUK PELAKSANAAN 

1. Wawancara terpimpin 

2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara 

3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti 

perkembangan situasi dan kondisis di lapangan. 

 

B. PERTANYAAN 

 

1. Wawancara Pemberi Nguyang 

a. Sejak kapan anda memberikan nguyang di Kelurahan Puwosari? 

b. Adakah tujuan anda dalam memberi nguyang di Kelurahan Puwosari? 

c. Apa saja syarat dalam memberi nguyang di Kelurahan Puwosari? 

d. Bagaimana rukun memberi nguyang di Kelurahan Puwosari? 

e. Adakah macam-macam memberi nguyang di Kelurahan Puwosari? 

f. Bagaimana menurut anda tentang asas-asas dalam akad memberi nguyang di Kelurahan 

Puwosari? 

g. Apa ada aturan dalam memberi nguyang? 

2. Wawancara Penerima Nguyang 

a. Sejak kapan anda menerima nguyang di Kelurahan Puwosari? 

b. Apa saja yang melatar belakangi anda untuk menerima nguyang di Kelurahan Puwosari? 

c. Apakah anda disuruh atau berkeinginan sendiri dalam menerima nguyang Kelurahan 

Puwosari? 

d. Adakah yang dilarang jika anda menerima nguyang di Kelurahan Puwosari? 

e. Bagaimana anda memahami aturan menerima nguyang di Kelurahan Puwosari? 



 
 

 
 

C. Dokumentasi 

 

Dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang: 

1. Sejarah singkat Kelurahan Puwosari 

2. Visi dan Misi Kelurahan Puwosari 

3. Sapras yang ada di Kelurahan Puwosari 

4. Struktur kepengurusan Kelurahan Puwosari 

 

 

  



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

FOTO DOKUMENTASI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 1. Wawancara dengan Pemberi Ngunyang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2  Wawancara dengan Penerima Ngunyang 

 



 
 

 
 

 

Gambar: 3  Wawancara dengan Penerima Ngunyang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 4  Wawancara dengan Penerima Ngunyang 

  



 
 

 
 

 


